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ABSTRAK 
 

Status identitas setiap anak harus diberikan sejak lahirnya. Identitas anak 
tersebut dituangkan dalam akta kelahiran. Pembuatan akta kelahiran didasarkan 
pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan membantu proses 
kelahiran, dengan bantuan akta kelahiran tersebut sebagai bukti otentik, anak 
tersebut dapat melakukan upaya hukum. Di Dusun Ambarukmo, pasangan suami-
isteri melakukan pengangkatan anak dari anak yang telah diterlantarkan oleh 
orang tuanya. Dalam kasus tersebut status anak yang diangkat tersebut berstatus 
anak kandung berdasarkan Akta Kelahirannya. Dan proses pembuatan Akta 
kelahiran tersebut dengan cara menggantikan identitas anak dan menyembunyikan 
identitas dari surat keterangan kelahiran yang asli dari rumah sakit tempat 
kelahiran anak tersebut, melalui orang dalam yang mengurusi pembuatan akta 
kelahiran. Alasan mereka melakukan hal tersebut adalah proses tersebut tidak 
memakan biaya yang cukup banyak dan tidak berbelit-belit dalam pengurusan 
pembuatan akta kelahiran atas nama anak angkat tersebut. Permasalahan yang 
dikaji adalah (1) bagaimana status dan kedudukan anak angkat yang menjadi anak 
kandung berdasarkan kutipan akta kelahiran perspektif Hukum Islam dan Hukum 
Positif ? (2) Apa akibat hukum yang terjadi terhadap anak angkat yang berstatus 
anak kandung tersebut perspektif hukum Islam dan hukum Positif ?  

Penelitian ini bersifat Deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan 
Normatif dan pendekatan Yuridis. Sumber data yang dikumpulkan adalah berupa 
data primer atau data utama yang diperoleh langsung berupa data Surat bukti 
Keterangan Kelahiran yang asli dari Rumah Sakit TUUD Rumkit Tk.III 04.06.03 
Yogyakarta dan bukti Kutipan Catatan Sipil Akta Kelahiran, dan data sekunder 
atau sumber data pelengkap dan penguat data primer yang diperoleh langsung dari 
hasil wawancara dengan subjek penelitian yaitu orang tua angkat. Data dalam 
penelitian ini dikumpulkan dengan cara Wawancara. Analisis data yang dilakukan 
dengan cara analisis kualitatif yang digunakan meliputi mengurai dan 
menjelaskan data dalam fakta tersebut, kemudian pengambilan kesimpulan.  

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Akibat hukum yang akan timbul 
terhadap anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan kutipan akta 
kelahiran pada kasus tersebut dalam Hukum Islam dan hukum Positif adalah akan 
berpengaruh dalam hal hukum kewarisan, dan hukum perkawinan serta hukum 
perwalian. Adapun status dan kedudukan anak angkat yang menjadi anak kandung 
pada studi kutipan Akta Kelahiran di Dusun Ambarukmo Caturtunggal Depok 
Sleman dalam Hukum Islam dan hukum Positif status dan kedudukannya tidak 
berubah menjadi anak kandung dan tetap sebagai anak angkat meskipun dalam 
akta kelahiran anak angkat tersebut berstatus anak kandung. 
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MOTTO 
 

 ".ريبة الكذب وإن, طمأنينة الصدق فإن, يريبك لا ما إلى يريبك ما دع"

  )الترميذي رواه(
 

“Tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan 

lakukanlah apa yang tidak meragukanmu. Karena 

kebenaran adalah yang dapat membuat tenang, 

sedangkan kekeliruan adalah yang menimbulkan 

rasa resah.” 

(HR. At-Tirmīdzī) 

 

 

“MOTIVASI, IMAJINASI, APLIKASI, KREASI” 

adalah inspirasiku dalam pencarian pengalaman dan pengamalan 

pada sebuah kata indah dan berharga dalam benak fikiranku, 

ialah “Cinta akan Ilmu”. 

(Muhammad Iqbâl bin Alï ̈al-Mukhtâ ̂ ̂r)  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam 

penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 

158/1987 dan 05936/U/1987. 

I. Konsonan Tunggal 

 
Huruf Arab 

 
Nama 

 
Huruf Latin 

 
Nama  

 

  ا

  ب

  ت

  ث

  ج

  ح

  خ

  د

  ذ

  ر

  ز

  س

  ش

 

 

alif 

ba’ 

ta’ 

ṡa’ 

jim 

h̟a’ 

kha’ 

dal 

żal 

ra’ 

za’ 

sin 

syin 

 

 

Tidak dilambangkan 

b 

t 
 
ṡ 

j 

h̟ 
 

kh 

d 
 
ż 

r 

z 

s 

sy 

 

 

 

Tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 
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  ص

  ض

 ط

  ظ

  ع

  غ

  ف

  ق

  ك

  ل

  م

  ن

  و

  ه

  ء

 ي

 

shad 

d̟ad 

t̟a’ 

z̟a’ 

̒ain 

ghain 

fa’ 

qaf 

kaf 

lam 

mim 

nun 

waw 

ha’ 

hamzah 

ya 

 
s̟ 
 
d̟ 
 
t̟ 

z̟ 

̒ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

ʻ 

Y 

 

es (dengan titik di bawag) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 
 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 
 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

ka 

‘el 

‘em 

‘en 

we 

ha 

apostrof 

ye 

 

1. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

 

دةمتعدّ   

عدّة   

 
ditulis 

ditulis 

 
Muta’addidah 

’iddah 
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2. Ta’ marbūt̟ah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis h 

 

  حكمة

 جزية

 
ditulis 

ditulis 

 
Ḥikmah 

Jizyah 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya 

b. Bila diikuti denga kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis h 

 

 الاولياء كرامة
 

Ditulis 
 

Karāmah al-auliyā’  

 
c. Bila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḍammah 

ditulis t atau h 

 

 الفطر زكاة
 

Ditulis 
 

Zakāh al-fiṭr 

 

3. Vokal Pendek 

  
___ َ◌_  

___ ِ◌_ 

___ ُ◌_ 

 

 
fatḥah 

kasrah 

ḍammah 

 
ditulis 

ditulis 

ditulis 

 
a 

i 

u 

4. Vokal Panjang 
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1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 
Fathah + alif     

  هليةجا

Fathah + ya’ mati 

 سىتن
 

Kasrah + ya’ mati 

 ريمك

 
D̟ammah + wawu mati 

 فرو ض
 
 

 
ditulis 

ditulis 

ditulis 

 ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

 
ā  

jāhiliyyah  

ā  

tansā  

ī  

karīm 

ū 

furūd̟ 

 

5. Vokal Rangkap 

  
1 

 

2 

 

 
Fathah + ya' mati 

 بينكم

Fathah + wawu mati 

 لقو 

 
ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

 
ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

6. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof 

 
  

  أأنتم

  أعدّ ت

 لئن شكرتم

 
ditulis 

ditulis 

ditulis 

 
a’antum 

u’iddat 

la’in syakartum 
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7. Kata sandang Alif + Lam 
 

a.  bila diikuti huruf Qamariyyah di tulis dengan menggunakan “l” 

 

  القران

 سالقيا

 
ditulis 

ditulis 

 
al-Qur’ān 

 
al-Qiyās 

 
b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 

 

  السماء

 الشمس

 
ditulis 

ditulis 

 
as-Samā’ 

 
asy-Syams 

 

8. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 

 ذوي الفروض

 أهل السنة

 
ditulis 

 
ditulis 

 
̇Żawī al-Furūd̟ 

 
Ahl as-Sunnah 

 

 

9. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, 

syariat, lafaz. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku al-Hijab. 
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c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri 

Soleh. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko 

Hidayah, Mizan.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian  

dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah 

dalam praktik melalui lembaga Peradilan Agama. Sebelum terbentuknya 

undang-undang yang mengatur secara khusus tentang pengangkatan anak, 

pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 

tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 171 huruf h, 

secara definisi disebutkan bahwa “Anak angkat adalah anak yang dalam hal 

pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya 

beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya 

berdasarkan putusan pengadilan.” Definisi anak angkat dalam Kompilasi 

Hukum Islam tersebut, jika diperbandingkan dengan definisi anak angkat 

dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki 

kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Anak Angkat adalah anak 

yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali 

yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, 
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pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga 

orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.1 

Pengangkatan anak merupakan salah satu peristiwa penting untuk 

dicatat dalam register pencatatan sipil.2 Pencatatan pengangkatan anak yang 

kelahirannya yang normal dari perkawinan yang sah dan asal usul yang jelas, 

dilakukan di kantor catatan sipil akan menjadi mudah dan tidak mengalami 

kendala, karena pelaksanaan pencatatannya oleh kantor pencatatan sipil 

cukup mencatat pengangkatan anak tersebut di pinggir  akta kelahiran si anak 

angkat.3 Persoalannya akan menjadi rumit, apabila anak yang diangkat tidak 

mempunyai asal usul orang tua yang jelas, misalnya anak yang diangkat pada 

awalnya dalam keadaan mengenaskan ditemukan di tempat pembuangan 

sampah, atau di pinggir jalan, atau di samping rumah yang sengaja dibuang 

atau ditaruh orang tua kandungnya yang tidak bertanggung jawab dengan 

harapan dapat dipungut dan diasuh oleh orang lain, sebagaimana sering 

terjadi di kota-kota besar sebagai akibat pergaulan bebas dan hubungan seks 

di luar nikah atau diambil dari panti asuhan yang asal usul orang tua 

kandungnya tidak diketahui atau dirahasiakan.4  

                                                           
1 Ahmad Kamil, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia 

(Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. xi-xii.  

 
2 Musthofa Sy., Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama (Jakarta: 

Kencana, 2008), hlm. 155. 

 
3 Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif  Islam 

(Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 235. 
 
4 Ibid. 
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Salah satu hal yang menjadi permasalahan bagi calon orang tua angkat 

yang akan melakukan pengangkatan anak secara langsung atau tidak melalui 

notaris serta proses penetapan pengadilan adalah dalam memperoleh status 

yang jelas untuk anak tersebut. Status bagi anak adalah suatu hak asasi bagi 

anak tersebut. Status identitas setiap anak harus diberikan sejak lahirnya, 

identitas anak tersebut dituangkan dalam akta kelahiran, pembuatan akta 

kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan 

membantu proses kelahiran, dengan bantuan akta kelahiran tersebut sebagai 

bukti otentik, anak tersebut dapat melakukan upaya hukum. Tetapi jika status 

anak angkat pada akta kelahiran menjadi anak kandung maka akan 

menimbulkan beberapa masalah pada anak angkat tersebut.  

Pada bulan Oktober tahun 2001, terjadi kasus penelantaran anak (satu 

bulan pasca kelahiran) yang dilakukan oleh ayah yang berinisial IL dengan 

dalih menitipkan anak kandungnya yang bernama DP, yakni dititipkan 

kepada pasangan suami-istri yang berinisial Bapak AI dan Ibu SY, warga 

Padukuhan Ambarukmo, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, 

Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Selama dititipkan dalam kurun waktu satu 

bulan, anak tersebut diberi nafkah oleh ayah  kandungnya. Akan tetapi dua 

bulan selanjutnya, IL tersebut menelantarkan anaknya begitu saja kepada 

Bapak AI dan Ibu SY tanpa ada kabar dan nafkah sama sekali dari ayah 

kandung DP yang masih berumur dua bulan tersebut. Pasca kejadian tersebut, 
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Bapak AI dan Ibu SY memutuskan untuk merawat dan mengakui DP sebagai 

anak angkat.5 

Pada tahun 2011 Bapak AI berinisiatif untuk menyusun dan 

membuatkan surat akta kelahirannya, yaitu dengan menggantikan identitas 

anak dan menyembunyikan identitas surat keterangan lahir yang asli dari 

rumah sakit, dengan mengatas-namakan DP sebagai anak kandung ke tiga 

laki-laki dari suami isteri Bapak AI dan Ibu SY, dengan meminta surat 

pengantar untuk pembuatan akta kelahiran dari RT setempat untuk pembuatan 

akta kelahiran, dengan tujuan agar supaya proses pembuatannya menjadi 

cepat dan tidak memakan banyak biaya, karena dalam pembuatan kutipan 

akta kelahiran bagi anak yang bukan anak kandung sendiri atau anak angkat 

dalam pengurusannya begitu rumit, dan Bapak AI dan Ibu SY juga berasumsi 

bahwa jika pengurusan pengangkatan anak melalui notaris maupun melalui 

pengadilan harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, karena status anak 

tersebut adalah anak angkat.  

Pada tanggal 21 Desember tahun 2011 kutipan akta kelahiran tersebut 

dengan melalui pemutihan (Pembuatan akta kelahiran di Kantor Pencatatan 

sipil yang dalam pencatatannya melebihi dari satu tahun setelah kelahiran) 

baru bisa dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Pemerintah Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dalam Pencatatan Sipil Kutipan 

Akta Kelahiran Nomor 09xxx/DIS/2011 statusnya tercatat sebagai “Anak ke 

                                                           
5 Wawancara dengan Ibu SY, ibu angkat DP, Ambarukmo, Catur Tunggal, Depok, 

Sleman, Yogyakarta, tanggal 19 Mei 2014. 
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tiga - Laki-laki dari Suami-istri AI dan SY”. 6 Berdasarkan kutipan Akta 

Kelahiran tersebut maka dapat difahami bahwa status anak tersebut bukan 

menjadi anak angkat, akan tetapi status anak tersebut menjadi anak kandung, 

dan kasus tersebut akan menimbulkan beberapa akibat hukum pada anak 

tersebut maupun kepada orang lain. Karena dalam Kompilasi Hukum Islam 

Pada Pasal 171 huruf h ditegaskan bahwa Anak angkat adalah anak yang 

dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan 

sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua 

angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dalam Undang-Undang No. 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 9 menegaskan pula 

bahwa Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan 

kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang 

bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak 

tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan 

putusan atau penetapan pengadilan.  

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun bermaksud untuk 

melakukan penelitian tentang anak angkat berstatus anak kandung 

berdasarkan akta kelahiran tersebut ke dalam wujud skripsi yang berjudul: 

Status dan Kedudukan Anak Angkat yang Menjadi Anak Kandung Perspektif 

Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kutipan Akta Kelahiran di Dusun 

Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta). 

 

                                                           
6 Wawancara dengan Bapak AI, Bapak Angkat DP, Ambarukmo, Catur Tunggal, 

Depok, Sleman, Yogyakarta, tanggal 20 Juli 2014. 
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B. Pokok Masalah 

Dari uraian latar belakang yang dipaparkan di atas, maka pokok 

masalah yang dikaji dalam studi penelitian ini adalah: 

1. Apa akibat hukum yang terjadi terhadap anak angkat yang berstatus anak 

kandung berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran perspektif hukum Islam 

dan hukum Positif ? 

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap status dan 

kedudukan anak angkat yang menjadi anak kandung berdasarkan Kutipan 

Akta Kelahiran ? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Dari pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk menjelaskan akibat hukum yang terjadi terhadap anak angkat 

yang berstatus anak kandung berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 

perspektif hukum Islam dan hukum Positif. 

b. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap 

status dan kedudukan anak angkat yang menjadi anak kandung 

berdasarkan kutipan akta kelahiran.  

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan Teoritis 

Menambah khazanah dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan 

memperkaya wawasan dalam bidang Hukum Keluarga khususnya 
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mengenai anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta 

kelahiran 

b. Kegunaan Praktis 

Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta manfaat 

wawasan ilmu bagi penyusun, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan 

Hukum, serta masyarakat yang terkait dengan pembahasan dalam 

penelitian ini.  

D. Telaah Pustaka 

Beberapa penelitian dalam bentuk skripsi yang mempunyai kemiripan 

dengan penelitian yang penyusun lakukan. Adapun bahan kajian dalam 

bentuk penelitian adalah Skripsi Ita’ Fi’la Rusyida yang berjudul 

“Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013 tentang 

Pencatatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Yogyakarta Tahun 2013”.Skripsi ini membahas tentang penerapan putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013 tentang Pencatatan Akta 

Kelahiran yang terlambat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Yogyakarta yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Mei 2013 serta membahas 

tentang faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam proses penerapan 

putusan Mahkamah Konstitusi.7 Perbedaan dari skripsi penyusun adalah 

menganalis kasus pada anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan 

                                                           
7 Ita’ Fi’la Rusyida, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-

XI/2013 tentang Pencatatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Yogyakarta Tahun 2013”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).  
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akta kelahiran serta akibat hukumnya Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  

Skripsi karya Deni Akbar yang berjudul “Status Anak Adopsi Dalam 

Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta 

(Studi Terhadap Perkara No. 341/Pdt.P/2011/PN.Yk dan No. 

0062/Pdt.P/2011/PA.Yk)” menjelaskan status anak adopsi dalam penetapan 

Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta serta 

memaparkan akibat hukum yang ditimbulkan oleh kedua penetapan kedua 

pengadilan tersebut. Di samping itu, skripsi ini juga menjelaskan mengenai 

persamaan dan perbedaan antara penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta 

dan Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap status anak adopsi.8 perbedaan 

dengan judul skripsi penyusun adalah objek penelitian lebih menekankan 

pada studi kasus pada pasangan orang tua angkat di Dusun Ambarukmo 

Kelurahan Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta.  

Skripsi Haryono yang berjudul “Pelaksanaan Akta Kelahiran dalam 

Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kecamatan Wedi 

Kabupaten Klaten”. Menjelaskan tentang pencatatan akta kelahiran di 

Kecamatan Wedi yang sudah cukup baik serta upaya Pemerintah Kabupaten 

Klaten dalam pelayanan  pencatatan akta kelahiran dalam mewujudkan tertib 

Administrasi Kependudukan melalui sosialisasi tentang tertib administrasi di 

                                                           
8 Deni Akbar, “Status Anak Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan 

Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Terhadap Perkara No. 341/Pdt.P/2011/PN.Yk dan No. 
0062/Pdt.P/2011/PA.Yk)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013). 
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Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten. 9 Skripsi tersebut berbeda dengan skripsi 

ini, karena subjek penelitian skripsi ini mengkhususkan pada anak angkat 

yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran serta akibat hukum 

yang ditimbulkan status anak angkat tersebut.  

Dalam skripsi Ongky Alexander yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Wates (Studi 

Terhadap Putusan Perkara No. 0047/Pdt.P/2011/PA. Wt)” menjelaskan 

pertimbangan dan landasan hakim dalam penetapan pengangkatan anak dan 

menganalisis landasan hukum yang digunakan oleh hakim, di samping itu, 

menganalisis pula pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang 

Pengangkatan anak.10 Meskipun dalam hal pembahasan ada kesamaan dengan 

skripsi ini yakni mengenai anak angkat, akan tetapi terdapat perbedaan dalam 

hal tinjauan yang digunakan pada skripsi di atas adalah perspektif Hukum 

Islam, sedangkan dalam skripsi penyusun adalah tinjauan Kompilasi Hukum 

Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, begitu juga kasus yang penelitian dalam skripsi di atas adalah studi 

kasus putusan perkara, sedangkan dalam skripsi ini adalah studi kasus yang 

ada pada masyarakat sekitar.  

                                                           
9 Haryono, “Pelaksanaan Akta Kelahiran dalam Mewujudkan Tertib Administrasi 

Kependudukan di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas 
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.  

 
10 Ongky Alexander, “Tinjauan hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak di 

Pengadilan Agama Wates (Studi Terhadap Putusan Perkara No. 0047/Pdt.P/2011/PA. Wt)”, 
Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
(2012).  
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Dalam skripsi Ahmad Hisbul Waton yang berjudul “Adopsi Anak 

Menurut Hukum Islam dan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak” menjelaskan mengenai pandangan hukum Islam dan UU RI No. 23 

Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak terhadap adopsi anak, serta 

menjelaskan persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan UU RI No. 

23 Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak terkait dengan adopsi anak.11 

Dalam skripsi tersebut terdapat perbedaan dengan skripsi penyusun, yakni 

tinjauan pada skripsi di atas mengkomparatifkan antara hukum Islam dengan 

UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Adopsi 

Anak, berbeda dengan tinjauan dalam skripsi penyusun, yaitu dengan 

menjelaskan secara komprehensif Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan UU 

No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Anak Angkat yang 

berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran dan Akibat Hukumnya.  

E. Kerangka Teori 

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan bagi rakyat 

pencari keadilan yang beragama Islam secara konsisten mengawal penerapan 

hukumnya dalam menangani perkara yang di dalamnya berkaitan anak 

angkat.12 Di antara tujuan pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan 

adalah untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas 

hukum, dan dokumen hukum. Dokumen hukum yang menyatakan bahwa 

                                                           
11 Ahmad Hisbul Waton, “Adopsi Anak Menurut Hukum Islam dan UU RI No. 23 

Tahun 2002 Tentang Pelindugan Anak”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan 
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011). 

 
12 Musthofa Sy., Pengangkatan Anak, hlm. 58.  
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telah terjadinya pengangkatan secara legal sangat penting dalam hukum 

keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan 

berdampak jauh ke depan sampai beberapa generasi keturunan yang 

menyangkut aspek kewarisan, tanggung jawab hukum, dan lain-lain.13 

Secara historis pengangkatan anak (adopsi) sudah dikenal dan 

berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW.14 Imam Al-Qurtubi 

(ahli tafsir klasik) menyatakan bahwa sebelum kenabian, Rasulullah SAW. 

sendiri pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, 

bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), 

tetapi Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya ini diumumkan oleh 

Rasulullah di depan kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW. juga menyatakan 

bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan 

Zainab binti Jahsy, putri Aminah binti Abdul Muththalib, bibi Nabi 

Muhammad SAW. Oleh karena Nabi SAW. telah menganggap sebagai anak, 

maka para sahabat pun memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.15 Setelah 

Nabi Muhammad SAW. diangkat menjadi rasul, turunlah Surat Al-Ah̟ zāb 

(33) ayat 4-5,16 : 

تظاهرون منهن  وما جعل أزواجكم اللائي جما جعل االله لرجل من قلبين في جوفه

واالله يقول الحق  صلىذلكم قولكم بأفواهكم جبناءكم أوما جعل أدعياءكم  جأمهاتكم 

                                                           
13Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan, hlm. 121.  
 
14 Ibid., hlm. 22. 
 
15 Ibid., hlm. 22-23. 
 
16 Ibid., hlm. 23. 
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فإن لم تعلموا   جادعوهم لأبائهم هو أقسط عند االله ﴾٤﴿وهو يهدى السبيل 

وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما  جأباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم

 17﴾٥﴿غفورا رحيما  وكان االله جتعمدت قلوبكم 

Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara 

orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan orang tua 

asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan 

hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam 

hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung 

jawab sebagai sesama manusia. Oleh karena tidak ada hubungan nasab, maka 

konsekuensi yuridis lainnya adalah orang tua angkat dengan anak angkat 

harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka 

keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah Muhammad SAW. 

diperintahkan untuk mengawini mantan isteri Zaid bin Haritsah, hal ini 

menunjukkan bahwa Nabi Muhammad dan Zaid bin Haritsah tidak ada 

hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua 

angkat dengan anak angkatnya.18 Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-

Bukhari dan Muslim disebutkan:  

                                                           
17 Al-Ah̟zāb (33): 4-5. 
 
18 Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak, hlm. 45. 
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حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب بن عبد الرحمان, القاوي عن موسى بن عقبة, 

إلا زيد  زيد بن حارثة ما كنا ندعو ؛ أنه كان يقول:عن أبيه ,سالم بن عبد االله عن

  19.﴾عند االله بائهم هو اقسطادعوهم لأ﴿حتى نزل القرآن  .بن محمد

Hadis di atas memberikan penjelasan bahwa memanggil anak angkat 

dengan menasabkan kepada ayah kandungya adalah lebih adil. Syekh 

Mahmud Syaltut, dalam hasil penelitiannya menemukan dua bentuk 

pengertian anak angkat yang berbeda, “At-Tabanni adalah seseorang yang 

mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, 

kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, 

baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang 

perbedaan. Meskipun demikian agama Islam tidak menganggap sebagai anak 

kandung, karena itu ia tidak disamakan statusnya dengan anak kandung”. 

Definisi tersebut memberikan gambaran bahwa status anak angkat itu hanya 

sekedar pemeliharaan nafkah, kasih sayang, pendidikan, pelayanan kesehatan, 

dan hak-hak asasi lainnya, tanpa harus disamakan hak-haknya dengan status 

anak kandung, karena hati nurani orang tua angkat tetap akan sulit 

memandang sama anak angkat dengan anak kandungnya. Oleh karena itu, 

pengertian anak angkat menurut Mahmud Syaltut lebih dekat pengertiannya 

kepada pengertian anak asuh yang lebih disadari oleh perasaan seseorang 

yang menjadi anak angkat.20  

                                                           
19 Imam Muslim, Shahih Muslim: Arabic-English/Imam Muslim (India: Adam 

Publisher & Distributor, 1996), hlm. 95, hadis nomor 2425, hadis dari Qutaibah bin Sa’id. 
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Pemaparan di atas memberikan gambaran bahwa pengangkatan anak 

yang diperintahkan Islam adalah untuk memberikan penjelasan dan motivasi 

serta menekankan terhadap pemberian rasa cinta dan rasa kasih sayang, 

pemeliharaan nafkah, pendidikan, serta segala pelayanan untuk kebutuhan 

yang terbaik untuk anak angkat dan tidak menjadikan anak angkat sebagai 

pewaris terhadap orang tua angkatnya.  

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam yang merupakan himpunan 

kaidah-kaidah Islam yang disusun secara sistematis dan lengkap mengakui 

eksistensi lembaga pengangkatan anak tersebut dengan mengaturnya dalam 

ketentuan Pasal 171 huruf h juncto Pasal 209. Pasal tersebut memberikan 

batasan pengertian anak angkat dan akibat hukum terjadi hubungan wasiat 

wajibah antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Kompilasi Hukum 

Islam ini menjadi sumber hukum Islam bagi masyarakat muslim di Indonesia 

yang melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak dan menjadi pedoman 

hukum materiil bagi pengadilan agama dalam mengadili perkara 

pengangkatan anak.21  

Ada beberapa hal penting mengenai pengaturan pengangkatan anak 

dalam perundang-undangan yang patut diketengahkan, yaitu: 

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik 
bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.22 

                                                                                                                                              

 
20 Ibid., hlm. 27-28. 
 
21 Musthofa Sy., Pengangkatan Anak, hlm. 60. 
 



15 
 

 

 
2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang 

diangkat dan orang tua kandungnya.23 
 

Dalam hal pembuatan akta kelahiran pada umumnya, dalam pasal 8 

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131 Tahun 1997 tentang 

Penyelenggaraan Catatan Sipil dalam rangka Sistem Informasi Manajemen 

Kependudukan menyebutkan bahwa: 

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya, keluarganya atau 
kuasanya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal 
kelahiran. Pencatatan kelahiran yang melaporkan melebihi jangka waktu 
sebagaimana dimaksud dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari 
Kepala Daerah atau mendapat putusan pengadilan. Dengan adanya pencatatan 
kelahiran tersebut diterbitkan akta kelahiran.24  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian dengan cara mencari 

data-data yang berupa naskah atau dokumen, buku-buku, jurnal yang 

semuanya bersumber dari khazanah kepustakaan,25 yang berhubungan 

dengan masalah status dan kedudukan anak angkat yang menjadi anak 

kandung.  

                                                                                                                                              

 
22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 ayat 

(1). 
 
23 Ibid., Pasal 39 ayat (2).  
 
24 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan 

Catatan Sipil dalam rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Pasal 8. 

 
25 Muhammad Nazir, Metode Penelitian, cet. ke-7 (Bogor: Ghalia Indonesia, 1988), 

hlm. 54. 
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2. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat Desktiptif-analitik yaitu penelitian yang 

menggambarkan kondisi yang sebenarnya serta memusatkan diri terhadap 

pemecahan masalah-masalah yang aktual dari obyek yang diteliti yang 

dimulai dengan penyusunan data-data yang sudah dikumpulkan, kemudian 

dijelaskan dan selanjutnya dianalisa.26 Untuk analisis, kondisi riil akan 

dilihat dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Positif yang berupa 

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap status anak 

angkat menjadi anak kandung berdasarkan akta kelahiran pada studi 

kutipan akta kelahiran di Dusun Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, 

Sleman, Yogyakarta, serta menjelaskan, sekaligus menyimpulkan 

permasalahan pada kasus yang terjadi tersebut sebagai fakta yang berada 

di lapangan. 

3. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

normatif, yaitu pendekatan berdasarkan pada al-Qur’an dan Hadis Nabi, 

karena penelitian ini berkaitan dengan hukum Islam. 

b. Pendekatan yuridis, yaitu cara pendekatan suatu masalah yang dikaji 

untuk penelitian dengan berdasarkan atas aturan perundang-undangan, 

yurisprudensi, dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan 

permasalahan status anak angkat yang berlaku sebagai hukum positif di 

Indonesia, yaitu hukum positif yang berupa Kompilasi Hukum Islam 

                                                           
26 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik, 

(Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 140. 
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dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta 

perundang-undangan yang lain untuk bisa menguatkan kedua hukum 

positif tersebut. 

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang objektif, maka penyusun 

mengumpulkan data dengan cara: 

a. Data Primer yaitu data utama yang diambil langsung dari sumber 

pertama, yaitu berupa data yang diperoleh dengan cara dokumentasi, 

yaitu cara untuk memperoleh data dengan masalah status dan 

kedudukan anak angkat yang menjadi anak kandung berdasarkan 

kutipan akta kelahiran di Dusun Ambarukmo. data-data yang diperoleh 

yaitu berupa dokumen-dokumen atau kutipan naskah yang berasal dari 

Surat Bukti Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit TUUD Rumkit 

Tk.III 04.06.03 Yogyakarta dan bukti Kutipan Catatan Sipil Akta 

Kelahiran, serta Yurisprudensi, Kompilasi dan peraturan Perundang-

undangan, Jurnal Ilmiah, dan buku-buku yang berkenaan tentang status 

anak angkat. Oleh karena datanya berupa sumber tertulis, maka 

pengumpulan datanya dilakukan dengan cara membaca dan mencatat 

sesuai dengan keperluan. 

b. Data Sekunder yaitu sumber data pelengkap dan penguat dari sumber 

data primer, yaitu berupa Wawancara (interview), yaitu metode 

pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak 
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yang terkait dengan obyek penelitian secara langsung.27 Dalam hal ini 

penyusun melakukan wawancara (interview) dengan orang tua angkat 

yakni Bapak AI dan Ibu SY sebagai subyek yang terkait dalam kasus 

status dan kedudukan anak angkat yang menjadi anak kandung yang 

bertempat tinggal di Dusun Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman, 

Yogyakarta. 

5. Analisis Data 

Data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis 

data adalah menguraikan dengan cermat dan terarah. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan kerangka 

berpikir deduktif yang bertujuan untuk menemukan dan mengungkapkan 

bukti dan fakta-fakta yang terjadi dalam Kasus anak angkat yang berstatus 

anak kandung dan akibat hukumnya. Kerangka ini digunakan untuk 

menguraikan dalam fakta tersebut, kemudian mengambil kesimpulan.  

G. Sistematika Pembahasan 

Guna mempermudah pembahasan dan terarahnya dalam penyusunan 

skripsi ini, maka penyusun membuat sistematika sebagai berikut: 

Bab pertama, berupa Pendahuluan yang gunanya untuk mengarahkan 

argumentasi dasar penelitian dalam skripsi penyusun tentang Tinjauan hukum 

Islam dan hukum Positif yang berupa Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Status dan Kedudukan 

Anak Angkat yang Menjadi Anak Kandung dalam Studi Kutipan Akta 
                                                           

27 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek  (Jakarta: 
Rineke Cipta, 1996), hlm. 32. 
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Kelahiran di Dusun Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 

yang mengantarkan pada pembahasan skripsi secara menyeluruh. Dalam 

Pendahuluan ini berisi Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 

Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, dan Metode Penelitian yang diterapkan 

serta sistematika pembahasan, dana dalam Bab ini nantinya akan bisa 

diperoleh gambaran tentang deskripsi pada skripsi ini.  

Bab kedua, memaparkan tinjauan teoritis yang membahas tinjauan 

umum tentang Pengangkatan Anak dan Prosedur Pengangkatan anak dengan 

beberapa persoalan dengan rincian pembahasan: Pertama, Pengangkatan 

Anak dalam Hukum Islam  tediri dari Pengertian, Dasar Hukum Anak 

Angkat. Kedua, terkait Pengangkatan Anak dalam peraturan Perundang-

Undangan di Indonesia terdiri dari Anak Angkat Perspektif Kompilasi 

Hukum Islam dan Anak Angkat dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak. Ketiga, Prosedur Pengangkatan Anak Bagi 

Masyarakat Muslim di Indonesia yang meliputi Melalui Notaris dan Melalui 

Pengadilan Agama. Keempat, mengenai Pencatatan Pengangkatan Anak pada 

Pencatatan Sipil yang terdiri dari Pengertian dan Dasar Hukum Pencatatan 

Sipil dan Pencatatan Pengangkatan Anak. Hal ini bertujuan pada 

diperolehnya deskripsi umum untuk memberikan informasi tentang berbagai 

hal mengenai anak angkat. 

Bab ketiga, menjelaskan data-data terkait status dan kedudukan anak 

angkat yang menjadi anak kandung dalam studi kutipan akta kelahiran di 

Dusun Ambarukmo Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut: Pertama, 
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gambaran umum Dusun Ambarukmo kelurahan Caturtunggal Kecamatan 

Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta. Kedua, dipaparkan bagaimana 

deskripsi kronologi anak angkat mendapatkutipan akta kelahiran menjadi 

anak kandung yang terdiri dari Status Anak Angkat Pra-Pengangkatan dan 

Unsur-Unsur penyebab anak angkat dapat berstatus anak kandung pada 

kutipan akta kelahiran, dan Ketiga, sikap orang tua angkat terhadap anak 

angkatnya. 

Bab keempat, Penyusun melakukan analisis status dan kedudukan 

anak angkat yang menjadi anak kandung pada studi kutipan akta kelahiran di 

Dusun Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. Dalam 

analisis ini, penyusun membaginya dalam dua kategori analisis: Pertama, 

menganalisis terhadap akibat hukum yang akan terjadi Terhadap Anak 

Angkat yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 

Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Kedua, Tinjauan hukum Islam 

dan hukum Positif terutama pada Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap status dan kedudukan anak 

angkat yang menjadi anak kandung berdasarkan kutipan akta kelahiran. 

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran 

penyusun atas hasil penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pemaparan analisis penyusun di atas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Akibat hukum yang akan timbul terhadap anak angkat yang berstatus 

anak kandung berdasarkan akta kelahiran pada kasus tersebut adalah 

dalam hal hukum kewarisan, dan hukum perkawinan serta hukum 

perwalian. 

2. Adapun status dan kedudukan anak angkat yang menjadi anak kandung 

berdasarkan kutipan akta kelahiran pada studi kutipan akta kelahiran di 

Dusun Ambarukmo Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta perspektif  

hukum Islam dan hukum Positif statusnya tidak berubah menjadi anak 

kandung dan tetap sebagai anak angkat meskipun dalam akta kelahiran 

anak angkat tersebut berstatus anak kandung, karena pengangkatan anak 

hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan 

dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, serta pengangkatan tersebut tidak 

memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua 

kandungnya. 
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B. Saran-Saran  

1. Orang tua angkat seharusnya tidak membuat akta kelahiran yang 

berstatus anak kandung untuk anak angkatnya, apapun alasan dan 

penyebabnya, karena jika itu dilakukan, maka akan menimbulkan akibat 

hukum yang akan mempengaruhi bagi anak angkat tersebut. 

2. Orang tua angkat sebaiknya segera merubah status pada akta kelahiran 

anak angkat yang diberi status anak kandung tersebut untuk menghindari 

akibat hukum yang akan terjadi pada anak tersebut. 

3. Proses pengangkatan anak dan pembuatan akta kelahiran harus 

dipermudah, dengan tidak mematok biaya yang begitu mahal, dan tidak 

memerlukan waktu yang terlalu lama, supaya anak angkat yang berstatus 

anak kandung berdasarkan akta kelahiran tidak terjadi lagi. 

4. Para pejabat pemerintahan baik di desa, kelurahan maupun ditingkat 

kecamatan seharusnya harus bersikap transparan dan teliti dalam proses 

pembuatan akta kelahiran anak angkat untuk menghindari terjadinya 

akibat hukum yang akan terjadi akibat kesengajaan mempermudah dalam 

pencatatan akta kelahiran anak angkat yang statusnya menjadi anak 

kandung berdasarkan akta kelahiran. 
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DAFTAR TERJEMAHAN 

 
No. Hlm. Fn. Terjemahan 

BAB I 

1 11 16 

“Allah tidak menjadikan bagi sesorang dua hati dalam 
rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istri yang 
kamu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia 
tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak 
kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah 
perkataan di mulutmu saja. Alaah mengatakan yang 
sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). 
Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) 
nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi 
Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, 
maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudara 
seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa 
atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada 
dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha 
Pengampun, maha penyayang.” 

2 12 18 

Hadis Qutaibah bin Said, dari Ya’qub bin 
Abdurrahman, Al-Qawi dari Musa bin Uqbah, dari 
Salim bin Abdullah, dari ayahnya; Sesungguhnya dia 
berkata: kami tidak memanggilnya Zaid bin Harisah, 
melainkan Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat: 
“Panggillah mereka dengan nama ayah (kandungnya), 
maka itulah yang lebih adil di sisi Allah”. 

BAB II 

3 26 10 

“Allah tidak menjadikan bagi sesorang dua hati dalam 
rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istri yang 
kamu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia 
tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak 
kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah 
perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang 
sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). 
Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) 
nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi 
Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, 
maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudara 
seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa 
atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada 
dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang.” 

6 26 13 
“Dari  Abdullah bin Umar RA, sesungguhnya Zaid bin 
Haris̟ah adalah maula Rasulullah SAW. dan kami 
memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad, sehingga 



turun ayat: “Panggillah mereka dengan nama ayah 
(kandungnya), maka itulah yang lebih adil di sisi 
Allah”. 

BAB IV 

7 59 3 
“Dan Dia tidak menjadikan istri-istri yang kamu yang 
kamu zhihar itu sebagai ibumu” 

8 59 4 

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan 
(memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil 
di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak 
mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-
saudara seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada 
dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang 
ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah 
Maha Pengampun, Maha Penyayang.” 
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diploma Fakultas Hukum Univ. Kairo, 1946 M. Sekretaris Umum Konferensi 

Islam, 1957 M. Wakil al-Azhar. 

Adapun di antara karangan beliau adalah: Fiqh al-Quran wa al-sunnah, 

Muqaranah al-madzahib, Al-Quran wa al-qital, Risalah al-Azhar, dan Al-

Islam aqidah wa syari’ah. 

Demikianlah, Syaikh Syaltut mengabdikan hidupnya untuk al-Azhar 

dan umat Islam, hingga akhirnya beliau wafat pada tanggal 27 Rajab 1383 H/ 

1963 M. 

 



D. Imam al-Bukhari 

Nama sebenarnya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim dijuluki 

dengan Abu Abdillah. Ia lahir di Bukhara pada tahun 194 H. Ia mulai 

menghapal hadis ketika umurnya belum mencapai 10 tahun, ia mencatat dari 

seribu guru lebih, ia hapal 100.000 hadis shahih dan 200.000 hadis tidak 

shahih.  

Al Bukhari mempunyai banyak kitab, antara lain At-Tawārikh ats 

Ṡalāṡah al-Kabīr wa al-Ausat̟  wa ash-Shaghir (Tiga Tarikh: Besar, sedang, 

dan Kecil), kitab al-Kuna, Kitab Al-Wuhdan, kitab al-Adab al-Mufrad dan 

kitab Ad̟-D̟u’afa dan lain lainnya. 

Al-Bukhari adalah salah seorang dari imam Mujtahid dalam bidang 

fiqh dan dalam bidang mengistibathkan hukum dari hadis. Beliau 

meriwayatkan hadis bersumber dari Adl-Dlahhak bin Mukhallad Abu Ashim 

an-Nabil, Makki bin Ibrahim al-Handlali, Ubaidullah bin Musa al-Abbasi, 

Abdullah Quddus bin al-Hajjaj, Muhammad bin Abdullah al-Anshari dan lain 

lain. Sedangkan yang meriwayatkan darinya banyak sekali diantaranya: At-

Tirmidzi, Muslim, An-Nasa’i, Ibrahim bin Ishak al-Hurri, Muhammad bin 

Ahmad ad-Daulabi, dan orang terakhir yang meriwayatkan darinya adalah 

Manshur bin Muhammad al-Bazwadi. Beliau wafat pada tahun 256 H di 

Samarkand yang bernama Khartank. 
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